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ABSTRAK -

CATATAN : -

Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun
ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk
pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan
keuangan vyang merupakan wujud dari penguatan transparansi dan
akuntabilitas yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun
mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Terkait dengan
pertanggungiawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan
keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan laporan
keuangan BUMD disampaikan ke DPRD untuk dijadikan dasar membuat
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Perkadatentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat guna dievaluasi. Hasil evaluasi
yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai
dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk
menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang pertanggungjwaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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